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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya maka penulis
menyimpulkan bahwa :

1. Dalam memperoleh suatu keyakinan oleh hakim, ia harus mendasarkan
keyakinannya pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut KUHAP.
Selain alat bukti hakim juga harus tetap memperhatikan barang bukti yang juga
diajukan didepan persidangan. Apabila alat-alat bukti yang diajukan di depan
persidangan sifatnya sangat terbatas dan itu sering terjadi dalam penyelesaian
perkara tindak pidana KDRT, agar yakin dengan apa yang akan diputuskan hakim
harus memperhatikan faktor-faktor pendukung pertimbangan hakim seperti motif
dan tujuan tindak pidana KDRT itu sendiri, cara melakukannya, sikap batin
pelaku baik sebelum maupun setelah tindak pidana itu terjadi, riwayat hidup dan
keadaan sosial ekonomi rumah tangga mereka, pengaruh pidana terhadap pelaku
tindak pidana KDRT itu sendiri dan pengaruhnya terhadap rumah tangga dan
keluarganya serta masyarakat. Akan tetapi, dalam menyimpulkan semua faktor-
faktor pendorong pertimbangan dalam perolehan keyakinan hakim diatas , hakim
harus tetap mengacu pada teori normatif berlaku.

2. Hambatan bagi Hakim dalam perolehan keyakinan berdasarkan alat bukti yang
cukup dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana KDRT berasal

dari keterangan saksi yang sering tidak tuntas didepan persidangan karena
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berbagai alasan seperti alasan norma, selain itu hambatan terbesar berasal dari
saksi korban itu sendiri dalam hal ini seorang istri, karena berbagai faktor seperti
menyesali tindakannya yang telah melaporkan perbuatan suaminya sehingga
mengakibatkan rumah tangganya tidak terurus,dll. Hambatan lain yang timbul
adalah Pasal 5 UU KDRT memberikan pengecualian dalam pembuktian tindak
pidana yaitu keterangan seorang saksi korban saja cukup untuk membuktikan

terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:
Dengan banyaknya perbedaan putusan hakim khususnya dalam kasus tindak
pidana KDRT menunjukan hal yang positif terhadap keyakinan para hakim.
Karena keyakinan hakim itu bersifat subyektif, dimana keyakinan hakim itu
timbul mendasarkan pada fakta-fakta dipersidangan. Maka seharusnya hakim
harus lebih kritis dan rasional terhadap fakta-fakta yang timbul dalam persidangan
perkara KDRT meskipun dihadapkan dengan alat bukti yang sangat terbatas
dalam memperoleh keyakinan.

Para pakar hukum ataupun pihak terkait dapat memberikan dan meningkatkan
sosialisasi hukum yang konkrit kepada masyarakat terkait perolehan keyakinan
hakim berdasarkan alat bukti yang cukup sehingga masyarakat akan sedapat

mungkin dapat mengerti dan menghargai hukum dan putusan hakim.
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